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Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui berbagai stimulus dan berbagai insentif
pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada
masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif yang didukung dengan data sekunder.
Lebih lanjut rumusan masalah pada penelitian ini adalah
(i) Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi
UMKM pada masa pandemi Covid-197; (ii) Apa saja
insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM
pada masa pandemi Covid-19?. Hasil dari penelitian
adalah (i) Pemerintah melalui program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah meluncurkan Paket
Stimulus I, 11, dan 1l pada Februari hingga Maret 2020
dimana masih terdapat sebagian pelaku usaha UMKM
yang belum begitu merasakan manfaat langsung dari PEN
ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atas program
pemerintah kepada pelaku UMKM yang tentunya sangat
beragam dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat;
(ii) Pemerintah telah memberikan insentif pajak yang
meliputi insentif PPh Final UMKM, insentif PPh Pasal 22
impor dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh
Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat serta
insentif PPh Pasal 21. Adapun implikasi dari penelitian ini
adalah memberikan informasi dan referensi bagi para
stakeholder berkaitan dengan berbagai stimulus dan
insentif pajak yang diberikan kepada UMKM pada masa
pandemi Covid-19. Keterbaruan pada penelitian ini
berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu peran
pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan
UMKM pada masa pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus mengalami pertumbuhan dari
waktu ke waktu dan pelaku usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia [1], [2].
Pertumbuhan UMKM ditunjukkan dimana sejak tahun 2015 hingga 2019, UMKM di Indonesia
tumbuh 10,46% dari 59,3 juta pelaku usaha menjadi 65,5 juta pelaku usaha [3]. Lebih lanjut,
menurut [4]-[6] pelaku UMKM telah berkontribusi signifikan pada perekonomian Indonesia
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di tahun 2019 yang antara lain: (i) UMKM mampu menyerap 96,9% tenaga kerja nasional;
(ii) UMKM berkontribusi pada 60,5% PDB, dan; (iii) UMKM berkontribusi sebesar 60% dari
total investasi di Indonesia. Selain itu, menurut [7] UMKM juga mampu menghasilkan
pendapatan devisa yang meliputi: (i) UMKM juga banyak berkontribusi pada usaha ekspor,
yaitu sebesar 15,6% untuk ekspor nonmigas dan 4,1% rasio partisipasi dalam rantai nilai
bisnis global pada awal tahun 2022. Dengan demikian merujuk peran UMKM dalam
berkontribusi meningkatkan pendapatan nasional maupun mendatangkan pendapatan
devisa negara, maka eksistensi UMKM bagi perekonomian Indonesia menjadi sangat vital.

Pada sisi lain, pandemi Covid-19 menjadi disrupsi atau gangguan bagi dunia usaha,
bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di segala penjuru dunia. Himbauan untuk
menjaga jarak dan menghentikan aktivitas ekonomi berpotensi mengancam
keberlangsungan usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun besar [8]-[10]. UMKM yang
merupakan penopang 61,1% pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 juga terdampak
cukup signifikan dan mengalami penurunan omset usaha [11]-[14].

Lebih lanjut, menurut [15], [16] dampak disrupsi terhadap UMKM berdasarkan survei
yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap 195.099 UMKM adalah sebagai
berikut:

»= 23,10% UMKM diantaranya mengalami penurunan omzet.;

» Sedangkan 19,5% UMKM mengalami hambatan distribusi, dan

* 19,45% UMKM menghadapi kendala permodalan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh [17] yang juga melakukan survei serupa kepada para
pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan dan berdasarkan hasil survei tersebut,
maka diketahui ketiga sektor usaha yang paling terdampak pada pandemi Covid-19, yaitu:

= Sektor akomodasi, makan dan minum;

= Sektor manufaktur;

= Sektor transportasi dan pergudangan.

Selanjutnya, merujuk pada fenomena pada masa pandemi Covid-19 dimana para
UMKM mengalami gangguan dalam menjalankan bisnis atau usahanya yang berdampak
terhadap penurunan omset usaha, maka berdasarkan survey yang dilakukan oleh [18],
diketahui beberapa hal yang dibutuhkan UMKM pada saat pandemi Covid-19 yang
ditunjukkan pada gambar di bawabh ini:
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Keringanan Tagihan Listrik untuk Usaha
Relaksasi Pembayaran Angsuran Pinjaman
Kemudahan Administrasi Pengajuan...
Penundaan Pembayaran Pajak

Sumber: [18]

Gambar 1. Beberapa Kebutuhan UMKM disaat Pandemi Covid-19
Merujuk pada gambar 1 di atas, maka diketahui beberapa kebutuhan UMKM yang meliputi
* 69,92% UMKM yang disurvey BPS membutuhkan bantuan modal usaha,
* 41,18% UMKM yang disurvey BPS membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha,
*= 29,98% UMKM yang disurvey BPS membutuhkan relaksasi pembayaran pinjaman,
* 17,21% UMKM yang disurvey BPS membutuhkan kemudahan administrasi untuk
pengajuan pinjaman, dan
* 15,07% UMKM yang disurvey BPS membutuhkan penundaan pembayaran pajak.

Pada sisi lain, untuk mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dimana UMKM
merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dimana 99,9% pelaku usaha di
Indonesia, maka pemerintah wajib memberikan bantuan berupa stimulus bagi
masyarakatnya yang notabene UMKM agar dapat melewati pandemi Covid-19. Sesuai dengan
fenomena tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini melputi:

* Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19?

* Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi
Covid-19?

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

» Mengetahui berbagai stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa
pandemi Covid-19

» Mengetahui berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa
pandemi Covid-19

Oleh karenanya implikasi dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan referensi bagi

para stakeholder berkaitan dengan berbagai stimulus dan insentif pajak yang diberikan

kepada UMKM pada masa pandemi Covid-19. Adapun keterbaruan pada penelitian ini

berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu peran pemerintah dalam mempertahankan
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keberlangsungan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam pembangunan ekonomi, diperlukan kerja sama pemerintah dan masyarakat
untuk mengelola sumber daya yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang
pertumbuhan ekonomi [19]-[21]. Pemerintah merupakan stimulator untuk mendorong
perekonomian yang dijalankan oleh pihak swasta. Dalam kondisi krisis, pemerintah perlu
melaksanakan perannya sebagai stimulator untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi
pasar. Adapun stimulator tersebut merupakan usaha pemerintah tersebut berupa pemberian
subsidi dan insentif [22]-[24]. Subsidi maupun insentif merupakan belanja pemerintah yang
bertujuan untuk mempertahankan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, menurut [23], [25], menyatakan bahwa kebijakan fiskal mengacu pada
cara pemerintah mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran pendapatan. Dengan kata
lain, kebijakan fiskal menjelaskan mengenai dari mana pendapatan negara berasal, sumber
pendapatan apa yang paling utama, dan jalur pengeluaran apa yang paling penting, serta
bagaimana cara mendistribusikan pendapatan tersebut.

Instrumen kebijakan fiskal terdiri atas perpajakan, distribusi pengeluaran,
pengendalian utang negara, dan surplus pendapatan [26], [27]. Dalam masa pandemi,
kebijakan perpajakan yang dapat diambil misal penurunan tarif pajak, atau pemberian
insentif pajak. Sedangkan pemberian subsidi merupakan contoh dari distribusi belanja
negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut [28], [29] adalah metode penelitian yang
berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek
alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melukiskan suatu keadaan
secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang bersumber dari penelitian sebelumnya, kajian ilmiah, jurnal, dan referensi
lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari:
* Apa saja stimulus yang diberikan pemerintah bagi UMKM pada masa pandemi Covid-19?
* Apa saja insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM pada masa pandemi

Covid-19?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stimulus yang diberikan Pemerintah bagi UMKM pada masa Pandemi Covid-19
Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah memberikan beberapa

stimulus ekonomi, seperti:

= Subsidi bunga UMKM

» Bantuan produktif usaha mikro

» Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

» Penempatan dana pemerintah pada bank umum
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» Insentif pajak
» Restrukturisasi kredit.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh [30], bantuan yang paling dibutuhkan
UMKM adalah bantuan modal usaha. Sebagai respon atas hal ini, pemerintah melakukan
stimulus modal kerja melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan suku bunga rendah dan
tanpa agunan tambahan. Kebijakan lain yang diterapkan pemerintah adalah perpanjangan
tambahan subsidi bunga 3%, penambahan plafon KUR Rp253 triliun, penundaan angsuran
pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu.

Pemerintah juga melakukan stimulus fiskal yang terbagi menjadi 3 tahap stimulus dan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, bekerja
sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga beranggotakan Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),
bersama menangkal dampak pandemi Covid-19 melalui optimalisasi kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah disesuaikan dengan assessment
perkembangan Covid-19 yang dilakukan terus menerus.

Paket stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk
memperkuat perekonomian domestik seperti percepatan belanja dan kebijakan yang
mendorong padat karya. Selain itu pada paket stimulus I, pemerintah masih berfokus pada
kebijakan kesehatan, termasuk refocusing dan relokasi anggaran.

Paket Stimulus II dilaksanakan mulai Maret 2020. Stimulus ini bertujuan untuk
menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan dunia usaha serta industri
terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Paket Stimulus II berisi stimulus fiskal
melalui insentif perpajakan, stimulus moneter, dan relaksasi kredit bagi UMKM.

Paket Stimulus III dimulai pada April 2020 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU ini berisi kebijakan
fiskal dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dengan total stimulus sebesar Rp405,7
triliun.

Terdapat dua dimensi utama pada pemberian stimulus penanganan Covid-19, yaitu
untuk penanganan kesehatan sebagai sumber utama krisis dan penanganan krisis ekonomi
sebagai dampak dan efek domino dari krisis kesehatan. Kedua dimensi ini terangkum pada
kebijakan pemerintah berikutnya, yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program PEN dilakukan bagi segala lapisan masyarakat, baik individu/rumah tangga hingga
korporasi. Terdapat enam fokus penanganan dalam Program PEN, yaitu penanganan
kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil
dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan
Pemerintah Daerah. PEN dilaksanakan dengan hati-hati dan berprinsip pada tata kelola yang
baik, keadilan social dan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk perlindungan UMKM, dana yang disiapkan mencapai Rp123,46 triliun yang
dilakukan melalui berbagai pilar seperti insentif pajak ditanggung Pemerintah atas PPh final
UMKM. Selai itu UMKM diberi kelonggaran dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit,
melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM. Penundaan pembayaran bunga
dalam jangka waktu tertentu menjangkau 53,4 juta rekening. Lebih lanjut, diperkirakan, total
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penundaan cicilan pokok mencapai Rp285,09 triliun dan subsidi bunga sebesar Rp35,28
triliun. Agar program ini tepat sasaran, debitur yang mendapatkan fasilitas harus memenuhi
Kriteria tertentu, seperti memiliki plafon pinjaman tertentu dan tidak masuk dalam daftar
hitam serta memiliki reputasi kualitas kredit yang baik sebelum Covid-19.

UMKM juga membutuhkan tambahan kredit modal kerja baru agar bisnis kembali
berjalan dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat. Untuk restrukturisasi kredit UMKM,
pemerintah memberikan dana sebesar Rp78,78 triliun. Restrukturisasi kredit ini juga
dilakukan dengan hati-hati sehingga ada persyaratan tertentu agar UMKM dapat
memanfaatkannya. Selain insentif pajak, subsidi bunga, dan penempatan dana untuk
restrukturisasi kredit, terdapat stimulus lain bagi UMKM yaitu belanja imbal jasa penjaminan
(IJP), penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) dan pembiayaan investasi.

Di beberapa daerah, stimulus pemerintah memberikan hasil yang cukup baik dan
memberi pengaruh positif pada keberlangsungan usaha UMKM [31], [32]. Namun di
beberapa daerah lain di Indonesia, stimulus ini belum dirasakan oleh sebagian besar pelaku
usaha UMKM, sehingga pengaruhnya tidak begitu dirasakan [33]. Stimulus pemerintah lain
kepada individu atau rumah tangga juga berdampak positif bagi UMKM [34]. Pada
praktiknya, stimulus yang diberikan pemerintah berupa bantuan bahan produksi UMKM, alat
kesehatan seperti masker, suplemen kesehatan seperti minuman herbal, dan kebutuhan
penunjang kesehatan seperti sabun dan handsanitizer. Selain itu adapula bantuan uang yang
disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) yang turun secara
berkala dapat mendukung pemulihan UMKM. Bila dilihat dari individu penerima bantuan,
stimulus pemerintah pada rumah tangga membantu meningkatkan daya beli masyarakat
[35]-[37]. Hal ini tentu sangat berguna bagi keberlangsungan UMKM.

Pengaruh serupa juga terlihat dari stimulus berupa restrukturisasi kredit yang
diberikan kepada UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit ini berpengaruh positif pada
perkembangan UMKM pada masa pandemi [34], [38]. Restrukturisasi dilakukan melalui
penundaan pembayaran angsuran dan subsidi bunga bank. Hal ini terlihat dari peningkatan
jumlah debitur UMKM dalam mengajukan keringanan angsuran. Keringanan angsuran dapat
membantu UMKM untuk tidak terbebani pada pembayaran angsuran disaat pendapatan
menurun cukup signifikan. Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat risiko usaha UMKM
sehingga usaha dapat terus berjalan dan tenaga kerja tetap terserap.

Insentif Pajak untuk Pemulihan

Selain stilumus keuangan, pemerintah juga memberikan stimulus fiskal melalui
berbagai insentif pajak, baik pajak pusat maupun daerah. Walaupun kebutuhan UMKM atas
bantuan penundaan atau pengurangan pembayaran pajak ini tidak sebesar kebutuhan akan
bantuan modal kerja, namun insentif ini cukup memberi ruang untuk usaha terutama UMKM
agar mampu berfokus pada stabilitas usaha dan pengembalian operasional usaha terlebih
dahulu.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 jo 110/PMK.03/2020
yang telah disempurnakan kembali lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif pajak pusat kepada masyarakat.
Insentif tersebut terdiri atas:

* Insentif PPh Pasal 21
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Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak
pada 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat. Karyawan yang dapat
menerima insentif adalah mereka yang ber-NPWP dan penghasilan tetap setahun tidak
melebihi Rp200juta. Insentif yang diberikan adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
sehingga jumlah gaji yang diterima karyawan tidak berkurang karena tidak dipotong PPh
Pasal 21. Dengan kata lain, karyawan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk
PPh yang tidak dipotong.

* Insentif PPh Final UKM
Insentif yang diberikan pemerintah adalah PPh final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final PP 23) ditanggung pemerintah. Layaknya PPh Pasal 21
ditanggung pemerintah, insentif PPh Final PP 23 ditanggung pemerintah ini membuat
UMKM tidak perlu membayar PPh final dalam rentang waktu tertentu. Pihak yang
bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu memotong atau memungut PPh pada saat
melakukan pembayaran. Insentif ini diberikan tanpa perlu mengajukan surat
permohonan. Namun sebagai kontrol, UMKM tetap diharuskan untuk menyampaikan
laporan realisasi setiap bulan.

* Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
Insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan terkait usaha
usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-
TGAI) berupa PPh Final ditanggung pemerintah. Insentif ini dimaksud untuk mendukung
peningkatan penyediaan air atau irigasi yang merupakan proyek padat karya dan penting
bagi sektor pertanian.

= [Insentif PPh Pasal 22 Impor
Insentif ini diberikan kepada usaha dalam 730 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE
dan perusahaan di kawasan berikat yang melakukan impor barang berupa pembebasan
PPh Pasal 22 impor.

* Insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25
Insentif ini diberikan kepada 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau
perusahaan di kawasan berikat berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%
dari angsuran yang seharusnya terutang.

* Insentif PPN
Insentif PPN diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah dalam 725
bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif ini
berupa pemberian restitusi dipercepat untuk jumlah lebih bayar hingga Rp5 miliar.

Bila dilihat dari jenis-jenis insentif pajak tersebut, beberapa insentif ada yang bersifat
langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan UMKM di Indonesia pada
masa pandemi. Insentif yang lebih dirasakan manfaatnya oleh UMKM adalah insentif PPh
Final UMKM, insentif PPh Pasal 22 impor dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh
Pasal 25, dan insentif restitusi PPN dipercepat. Sedangkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung
pemerintah walau tidak secara langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM namun
meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ini nantinya juga
akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk terus bertahan.

Penelitian yang dilakukan oleh [39], [40], menyatakan bahwa insentif pajak dirasa
kurang begitu berdampak pada pemulihan usaha karena mereka tidak mendapatkan akses
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informasi yang memadai mengenai insentif pajak tersebut. Ditambah lagi pemanfaatan
insentif ini masih dirasa memberatkan karena adanya kewajiban pelaporan realisasi usaha
tiap bulan (untuk insentif PPh Final UMKM).

Penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Semarang [34] menunjukkan
bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada masa
pandemi Covid-19. Insentif ini dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian besar pelaku
UMKM di wilayah tersebut karena dapat mengurangi beban operasional. Hasil penelitian ini
mendukung teori model daya tarik industri dimana insentif pajak merupakan salah satu
wujud dari peran pemerintah sebagai stimulator pembangunan. Hasil penelitian lain juga
memberikan pengaruh yang sama antara insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha
UMKM pada era new normal [33].

Lebih jauh, pemberian insentif pajak memberikan efek berkelanjutan pada kepatuhan
pajak [41]. Pemberian insentif pajak berupa PPh ditanggung pemerintah berpengaruh positif
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi. Semakin banyak
insentif yang diberikan pemerintah, Wajib Pajak akan semakin patuh untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian di atas, maka kesimpulan yang
didapatkan adalah:

* Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah meluncurkan
Paket Stimulus I, 11, dan III pada Februari hingga Maret 2020. Program ini berupa subsidi
bunga bagi UMKM, bantuan pinjaman UMKM, insentif pajak dan restrukturisasi kredit.
Program-progam ini berdampak positif pada sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia.
Namun terdapat sebagian pelaku usaha UMKM yang belum begitu merasakan manfaat
langsung dari PEN ini. Hal ini dapat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi atas
program pemerintah kepada pelaku UMKM yang tentunya sangat beragam dan berasal
dari berbagai lapisan masyarakat.

* Insentif pajak yang diberikan pemerintah ada yang bersifat langsung maupun tidak
langsung pengaruhnya dapat dirasakan oleh UMKM. Insentif pajak yang langsung dapat
dirasakan manfaatnya adalah insentif PPh Final UMKM, insentif PPh Pasal 22 impor
dibebaskan, insentif keringanan angsuran PPh Pasal 25, dan insentif restitusi PPN
dipercepat. Sedangkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah walau tidak secara
langsung dirasakan manfaatnya oleh UMKM namun melalui peningkatan daya beli
masyarakat. Insentif pajak ini telah dimanfaatkan oleh sebagian besar UMKM di
Indonesia. Namun sebagian UMKM ada yang belum memanfaatkan insentif tersebut.
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